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Abstract: ImplementationAuthorityConsultative Body(BPD) inFertileMulya
subur.The purposeofthis studywas to determinehow theimpigation of
theauthority possessedby theVillage ConsultativedyBertileVillageMulya
subursubdistrictPelalawanMortarBase. This studgdeln interviewswithkey
informantsamongresearchersthatresearchershavesgbeiorehand.
Whothenmake observationstosee theevents thatoocuhe field. The results
showedthatthe  implementation of theauthorityposstiss theVillage
Consultative BodyinBaseVillageMulya
subursubdistrictfertiieDimplesPelalawanwholefielshanot done well. This
happensdue tothe lack of qualityhuman resourceswhincludelevelof
educationandlevel of understandingpossessedby Ithg®¥i Consultative
Bodyinthevillage.
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PENDAHUL UAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuamganut azas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintghadengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untukeleeggarakan otonomi
daerah, hal ini di tunjukkan sejak berlakunya UU. B2 tahun 2004 perubahan
dari UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahanatiadelah dirubah sistem
penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasiagiedgsentralisasi, Undang-
undang ini memberikan kebebasan kepada daerahmtontuk mengembangkan
daerahnya. Dengan kata lain telah membuka pintukuwtbnomi daerah.

Dengan berlakunya UU No0.32 tahun 2004 tentang petaBen daerah
masyarakat mengharapkan realisasi otonomi daer@ltaima pada masyarakat
tingkat pedesaan. Kehadiran otonomi daerah dihkamp@angat memberikan
suasana baru dalam menyelenggarakan urusan peaharnnti Desa.Otonomi
desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan ututa deukan merupakan
pemberian dari pemerintah. Sebagai wujud demokdasilesa dibentuk badan
perwakilan desa atau yang sekarang disebut deragianipermusyawaratan desa



sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadiksa@aan peraturan desa
yang di buat bersama dengan kepala desa sebagaiip&i desa.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahamattaguga telah
menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilagatinistratif bahkan tidak
lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang
istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalamnguéingkup wilayah
kabupaten sehingga warga desa berhak berbicara ka@sntingan urusan
pemerintahannya sendiri. Desa adalah kesatuan ma&ayahukum yang
mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usglbgsifat istimewa.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dpksal 1 ayat 6
mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah pengataag urusan
pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan musfadesa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat betdasasal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dal&steis pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan eubsikri sistem
penyelengaraan pemerintahan, sehingga desa menkiélwenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnyanariai dalam
penyelengaraan kepemerintahannya kepala desa dgpgutamjawab kepada Badan
Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan desa adalah ujung tombak dalam selsistem
pemerintahan desa yang berhubungan langsung demgagarakatnya, oleh
karena itu dalam mekanisme menjalankan roda petaban daerah sangat di
dukung dan ditentukan oleh Badan Permusyawarataa [BPD) sebagai bagian
dari aparat pemerintahan daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri pe¢asuka-pemuka
masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengaaaen istiadat, membuat
peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspimasyarakat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanipeman Desa.

Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratama [BBD) dalam
pemerintahan desa hendaknya dapat membawa perubalean pembangunan
desa serta dapat membentuk pola hubungan kerjasargaaik dalam perubahan
desa bersama kepala desa sebagai lembaga pemdestah

Dari penjabaran ketentuan diatas, dapat disimpulkahwa badan
permusyawaratan desa merupakan lembaga legisdimdposisi pemerintahan
desa. Maka dari kenyataan tersebut diharapkan kepadan permusyawaratn
desa dapat memposisikan keberadaannya, tidak ada alasan apapun untuk
tidak menjalankan dari kosekuensi sebagai lembaggslatif pada tingkat
pemerintahan desa.



Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legistidiim
Pemerintahan Desa mempunyai hak untuk mengajukaamgan Peraturan Desa,
merumuskan dan menetapkannya bersama PemerintahP@sbuatan Peraturan
Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibdratus mempunyai
landasan hukum dan perencanaan yang jelas daléap s&tivitasnya. Peraturan
desa yang dibuat pun harus berdasarkan masalatlamagang ada dalam
lingkungan masyarakat yang harus dibuat dalam yamatdesa yang kemudian
didapatkan upaya untuk penyelesaian masalah ygaditeersebut.

Namun keadaan inilah yang kurang dipahami oleh @tagdbadan
permusyawaratan desa (BPD) sehingga apa yang pékana oleh masyarakat
desa kurang berjalan dengan baik, dengan kataal@nyang diharapkan oleh
masyarakat dengan keadaan yang ada tidak berjataimgan.

Kemampuan dalam menyusun peraturan dan perundaagpgan harus
menjadi kemahiran mutlak yang harus dimiliki olebtigp anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislagiindaémerintahan desa yang
bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahterdan ketentraman dalam
pemerintahan desa serta kehidupan dalam bermaay&ralam hal membahas
rancangan peraturan desa bersama kepala desa @sgalmelum berjalan dengan
baik. Serta Pelaksanaan pengawasan terhadap peratesa, keputusan kepala
desa, serta jalannya anggran pendapatan dan belesg juga tidak berjalan
dengan baik.

Gejala tersebut diatas di sebabkan oleh kurangogdiths sumber daya
manusia yang dimiliki oleh aparatur Badan Permusyatan Desa dan kurangnya
pengawasan yang dilakukan oleh anggota Badan Pgamasatan Desa lainnya.

Setiap apapun yang diteliti pasti memiliki tujuaang ingin dicapai,
adapun tujuan yang ingin dicapai atau diketahuh gbeneliti adalah sebagai
berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangadanb
permusyawaratan desa (BPD) di Desa Mulya Suburidatzn Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kevgamanBadan
Permusyawratan Desa di Desa Mulya Subur Kecamatagk@lan Lesung
Kabupaten Pelalawan.

Dalam setiap penelitian pastilah menggunakan konssgi untuk
menentukan batasan-batasan hal yang akan menja€lit@anya,serta berguna
untuk landasan dasar untuk memecahkan permasalgran terdapat dalam
penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah kgms$eori yang peneliti gunakan
untuk melihat bagaimana pelaksanaannya kewenangdialankan.

MenurutWidjaja (2010; 27) dalam bukunya “otonomi desa” mengatakan
bahwa badan permusyawaratan desa adalah suatu yaugrberfungsi sebagai
berikut :



a. Menetapkan rancangan peraturan desa bersama kiegala
Yang dimaksud dengan menetapkan rancanga peratasanbersama
kepala desa adalah proses keterlibatan badan pgawaratan desa
(BPD) mulai dari membuat rencana peraturan desaummeskan
peraturan desa, menetapkan apa saja kategori yapat dijadikan
sebuah peraturan yang berguna bagi seluruh komporemyarakat
desa dan membawa kesejahteraan bagi penduduk etssaut yang
kemudian di sahkan menjadi peraturan desa yang balam fungsi
ini Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai hatkik u
membatalkan peraturan desa yang sudah ada yanggdpartidak
memberikan perkembangan yang baik untuk kemajusa itle sendiri.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarngkag sedang
berkembang di kalangan masyarakat yang mana darasistersebut
dapat dikategorikan kedalam hal yang dapat dijadiksebuah
peraturan yang kemudian akan diserahkan kepadaatgmlyang
berwenang untuk dikelola dan disalurkan.

c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggraan peradesa dan
peraturan kepala desa.
Tugas yang paling penting para anggota Badan Pgawasatan Desa
adalah mengawasi jalannya pelaksanaan pertauram desta
keputusan kepala desa yang telah di tetapkan, Baelanusyawaratan
Desa tidak hanya berfokus dalam pengawasan pematlgaa dan
keputusan kepala desa saja hamun anggota Badamu$3emaratan
Desa juga harus mengawasi jalannya anggaran pdadagen belanja
desa juga harus terkontrol oleh Badan Permusyaavatztsa.

Pendapat ini juga sama dengan pendapat yang dikanlolehAbdullah
(2011; 170) dimana setiap anggota Badan PermusgtamabDesa dituntut untuk
dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang dindikebut guna untuk
mencapai tujuan desa yang bermanfaat bagi seluragyarakat yang berada
diwilayah desa tersebut.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desaakagasecara tegas
bahwa pemerintah desa adalah kegiatan pemerintgdnag dilaksanakan oleh
pemerinyah desa atau Badan Permusyawaratan Des&etentuan ini tampak
jelas bahwa antara lembaga pemerintahan desa datm B&rmusyawaratan Desa
merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyais tdga kewenangan
sendiri.

Kemudian yang disebut dengan wewenang adalah uyeog hanya dapat
dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan lolkarena manusia selalu
berperan aktif dalam setiap kegiatan. Tanpa peyda g&enaga kerja manusia, alat-
alat handal dan canggih yang dimiliki perusahaa@u arganisasi tidak ada



gunanya. Wewenang merupakan dasar untuk bertidakuét, dan melakukan
kegiatan atau aktivitas dalam sebuah organisasi.

Hasibuan (2009: 64) mengatakan bahwa wewenang adalah kadoas
yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuknerentah orang lain, berbuat
atau tidak berbuat sesuatu, wewenang merupakan ldaisam yang sah dan legal
untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaanyan. Kemudi®avis (dalam
bukuHasibuan 2009; 65)juga mengatakan wewenangtadahk yang cukup
memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan sugis kewajiban tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pela@anugas wewenang
adalah seberapa besar hasil yang dicapai olehraagedalam melaksanakan
tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Makat ahizaik juga kesimpulan
bahwa wewenang merupakan dasar untuk bertindakuéirdan melakukan
tindakan atau aktivitas dalam sebuah organisasilatabaga. Berhubung Badan
Permusyawaratan Desa menjadi penentu dalam meskaardalam sebuah
peraturan dan merupakan barisan terdepan dalam wa¢énkeputusan para
anggota Badan Permusyawaratan Desa dituntut merapltgmapuan dan
berperan aktif dalam mejalankan kewenangan yandikimya.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekataan lasi&liMetode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan carangandalkan hasil
wawancara antara peneliti dengan informan kuncigydrertujuan untuk
mengetahui informasi yang diperlukan dalam pemglitini kemudian metode
selanjutnya adalah menggunakan metode observasuk umbelihat dan
menganalisa kejadian yang terjadi dilapangan. $felya untuk diolah dan
dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dmngmateri yang menjadi
permasalahan peneliti yang dapat dipertanggungjeavekebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari temuan dilapangan tampak bahwa anggota-anggdsaan
Permusyawaratan Desa tidak memposisikan dirinya tildek menjalankan
kewenangan yang dimilikinya dengan baik. Sehinggsm aang menjadi
kewenangan yang dimilikinya tidak terlaksana denlaik seperti yang terlihat
pada hasil wawancara dibawah ini :

A. Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bersama Hagsda

Dari uraian kutipan wawancara yang peneliti lakubapat dilihat bahwa
belum ada penetapan Rancangan Peraturan Desa medafam merumuskan
rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BRdemusyawaratan Desa di
Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabug¢lalawan. Hal ini
dibuktikan dengan bahwa sampai saat ini Desa Maiyaur belum memiliki satu



pun Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan RBgawaratan Desa. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan BieBesa Mulya Subur
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawanhmnmash dari yang
seharusnya apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan melihat apa yang telah disampikan oleh siam#ber diatas dapat
kita ketahui bahwa pelaksanaan penetapan rancapgesturan desa yang
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa DesaaViilpur masih belum
berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oletu& Badan Permusyawaratan
Desa itu sendiri bahwa belum pernah ada penetagsmi ryang dilakukan oleh
Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menetapkeangan peraturan desa
hal ini juga diperkuat dengan penyataan nara sumaeg mengatakan bahwa
memang sudah dari awal kondisi Badan Permusyawaiga ini vakum dan
tidak berjalan. Jadi dalam hal menetapkan rancamgaaturan desa itu tidak
berjalan sebagaimana mestinya yang seharusnyasalilakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa.

Dari semua hasil wawancara yang penulis lakukangerean menatapkan
rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa hdd dari menyusun
rancangan sampai dengan menetapkan sebuah rancangajadi sebuah
peraturan dapat diambil sebuah kesimpulan yang atekgn bahwa pelaksanaan
kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawar8@tasa itu sendiri tidak
berjalan dengan baik sebagaimana yang seharugajanlan oleh setiap anggota
Badan Permusyawaratan Desa. Sangat terlihat segbatbedaan antara
pelaksanaan wewenang yang Badan Permusyawaratanldkeskan dilapangan
dengan yang seharusnya dilaksanakan menurut penoi@aahli tentang tugas,
fungsi, dan wewenang yang dimilki oleh Badan Pegawsratan Desa.

B. Menyalurkan Aspirasi Dari Masyarakat Desa

Menurut apa yang telah disampaikan oleh nara sumbengenai
pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Blasa mhenampung dan
menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, BademuBgawaratan Desa telah
melaksanakan tugas kewenangannya meskipun beldaptdrbukti catatan resmi
dan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa mangepirasi yang telah
disampaikan oleh masyarakat desa setempat. Hakemakin diperjelas dengan
pernyataan dari kepala desa yang mengatakan bdiehan ada usulan aspirasi
masyarakat resmi yang disampaikan Badan Permusgtamabesa ke pemerintah
desa.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga meret@n apa saja aspirasi
yang telah disampaikan oleh masyarakat desa keadan Permusyawaratan
Desa ataupun aspirasi yang disampaikan ke desa tealuan dilapangan yang
peneliti peroleh, aspirasi yang telah masyarakahpsékan adalah seperti
pembangunan fisik dan insfrastruktur meliputi pengaan gedung serba guna,
pengadaaan sumur bor, perbaikan jalan-jalan desabatan rabat beton) dan
pembanguan pasar desa yang telah dimasukkan kedBRdMDesa oleh
pemeritahan desa.



Dari beberapa kutipan wawancara yang peneliti lakukdapat dilihat
bahwa pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawamaesa dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarstkdhh mulai mereka
laksanakan namun belum mengarah kearah yang laltihhial ini dapat dilihat
dengan realisasi dilapangan yang belum menunjukkaerja yang baik, seperti
contoh dalam pembangunan gedung serba guna daadaamysumur bor yang
telah direalisasikan dilapangan namun sampai sapembangunan gedung serba
guna tersebut belum selesai dan pengadaan sumwmnhon yang telah selesai
pembuatannya namun air nya tidak dapat digunakeh olasyarakat karena
terlalu tingginya kadar logam berat yang terkanddiglgm air terserbut.

Dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat didesimpulan bahwa
tidak ada kerja sama antara Badan Permusyawaratsa Dan Kepala Desa
sehingga terkesan mereka bekerja sendiri-sendirinhdapat dibuktikan dengan
perbedaan jawaban yang dikemukakan oleh Badan Bgawaratan Desa dan
Kepala Desa itu sendiri, hal ini membuktikan bahWwiaerja dari Badan
Permusyawaratan Desa tidak berjalan sebagaimannyeeyang diharapkan
oleh masyarakat.

C. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaanr&erkiepala
Desa, Pelaksanaan Peraturan Desa, Serta Pengawatamya
Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa

Dari beberapa kutipan pernyataan yang diberikah nbga sumber dapat
diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Ddsia melakukan serta
tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dalaam¢pigengawasan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Desa, Keputusan Kepala st pengawasan terhadap
jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaniH#dpat dibuktikan bahwa
selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawddasa belum pernah
melakukan pengawasan yang benar-benar seharudakaatiakan oleh anggota
Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

Karena memang sudah dari awal apa yang menjadi sifugn
kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawai@#sa tidak berjalan
dengan baik maka dalam tahap evaluasi juga tidgklée dengan baik. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja dari Badan Permusyawar@&sa di Desa Mulya
Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelala@ham berjalan dengan
baik sebagaimana yang diharapkan. Hal ini juga mekikan bahwa kepahaman
dan keaktifan sangat dibutuhkan dalam setiap odaitegm suatu organisasi untuk
membuat suatu perubahan menuju kearah yang leikh ba

Untuk menciptakan suatu lembaga yang baik dalanakeahakan suatu
tugas dan kewajibannya memang dibutuhkan oranggorgang memiliki
pendidikan dan pemahaman serta ilmu pengetahuanlyas untuk menjalankan
sebuah jabatan yang dipegang oleh seseorang terbefitu juga hal nya dalam
menjalankan kewenangan sebagai anggota Badan Bewvaratan Desa.
Pendidikan adalah faktor utama untuk menentukanerkasilan dalam



menjalankan sebuah lembaga pemerintahan yang akambamva kearah
pembangunan yang semakin baik.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengaggata-anggota Badan
Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan tokohyarakat dalam
pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Badambgyawaratan Desa belum
berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tagize faktor yang menjadi
penghambat dalam menajalankan kewenangan yang ikiinuleh Badan
Permusyawaratan Desa, berikut ini adalah bebeedarftersebut :

1. Kurangnya anggran yang dimiliki oleh Badan Permusyatan Desa
untuk menajalankan kewenangan yang dimilikinya.

2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dingléh Badan
Permusyawaratan Desa

3. Kurangnya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh gotg Badan
Permusyawaratan Desa yang diselenggarakan oleh rip&ahe
diatasnya

4. Kerjasama vyang tidak terjalin dengan baik antaradaBa
Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa

5. Lemahnya koordinasi yang terjalain antara BadammBgyawaratan
Desa dan Kepala Desa

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang sangahtipg dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan faktoy paling vital dalam
melaksanakan suatu tugas dan kewenangan yangkiliolgéh sebuah lembaga
instansi pemerintahan meskipun dalam ruang lingbemerintahan yang lebih
kecil seperti dalam instansi pemerintahan desa.

Pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya S{dmamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan masih sangaigdalam kelima faktor
diatas sehingga menyebabkan apa yang menjadi tagggwab dan wewenang
yang dimiliki tidak berjalan dengan baik. Hal inenunjukkan bahwa kinerja dari
Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur masih deduaan dengan baik.

SIMPULAN

Dalamhal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa maleelaksanaan
kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawarddasa Mulya Subur
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawambstgalan dengan baik
sebagaimana mestinya.

1. Hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang ke#smaan kewenangan
yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa diaDBlulya Subur
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawambtddaksana
dengan baik dalam hal :

a. Hasil tentang membahas dan merancang peraturan lkrsama

kepala desa belum terlaksana dengan baik, haliboktikan dengan



belum adanya Peraturan Desa yang di buat oleh Badan
Permusyawaratan Desa tersebut.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyard&af sudah
mulai dijalankan namun belum sepenuhnya dilakulargdn baik.
c. Kemudian dalam pelaksanaan kewenangan dalam nkalaku
pengawasan terhadap Peraturan Desa, pengawasatae e putusan
Kepala Desa dan pengawasan terhadap jalannya AarmgBandapatan
dan Belanja Desa belum berjalan dengan baik, hdaerhhat bahwa
memang belum adanya Peraturan Desa yang dibuatjdi@mtidak
berjalannya pengawasan terhadap jalannya AnggaradaPatan dan
Belanja Desa, dibuktikan dengan adanya perbeddaraaanggran dan
realisasi yang terjadi dilapangan.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kewanarang terdapat
di Badan Permusyawaratan Desa Mulya Subur ini melip
a. Kurangnya Anggaran dana yang dimilki oleh BPD
b. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimBiRD Mulya
Subur
c. Kurangnya pelatihan yang diselenggarakan
d. Kerjasama yang tidak terjalin dengan baik
e. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik diantarggota BPD dan
pemerintah desa
Hal ini menujukkan bahwa kinerja dari Badan Permauwsyratan Desa di
Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabudaelalawan belum
berjalan dengan baik sebagaimana yang seharustalkuldin oleh anggota-
anggota Badan Permusyawaratan Desa hal ini ditarktidengan belum adanya
Peraturan Desa yang dihasilkan oleh Badan Permasgtam Desa serta belum
berjalannya fungsi pengawasan yang dimiliki oleld@aPermusyawaratan Desa
Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung KaduBalalawan.

Rekomendasi

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peranan yangasgpenting
dalam masyarakat, oleh karena itu apabila fungsikeésvenangan yang dilakukan
kurang maksimal atau tidak maksimal ini akan samgatpengaruhi pelayanan
terhadap masyarakat dan akan mempengaruhi jalaagapemerintahan desa.
Untuk itu dalam hal ini penulis sedikit menyarankegpada anggota-anggota
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya Suburnkaea Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan untuk :

1. Agar Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mulya SGbcaimatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat mekaartugas,
fungsi, serta kewenangan yang dimilikinya dengéaihl®aik terutama
dalam hal pembuatan peraturan desa yang merupaksar dlari
jalannya roda pemerintahan di desa. Badan Permasgtam Desa
juga harus melakukan pengawasan langsung untuk anwasg
jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desatidgérterjadi hal-
hal yang menyimpang dari apa yang telah ditetagkéelumnya.



2. Hendaknya anggota Badan Permusyawaratan Desa Bulyar harus
memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi agéalam menjalankan
kewenangan yang dimiliki menjadi lebih baik, kenardbekerjasama
dengan baik dan sering mengikuti pelatihan-pelatihgang
diselenggrakan agar menambah pengetahuan dan rkatkiag
pemahaman anggota-anggota BPD dalam melaksanakandegan
yang dimilikinya.
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